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KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU DATA PERKEMBANGAN

PENANAMAN MODAL SUMATERA BARAT

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Secara sederhana, data adalah fakta-fakta baik berupa angka-

angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara dan sebagainya. Data

belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya

suatu pengolahan. Sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan dari

sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari

data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah

pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap

sebagai obyek dan informasi sebagai suatu subjek yang bermanfaat bagi

penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan

ataupun pemrosesan data.

Data dan informasi merupakan komponen penting dalam

penyelenggaraan pembangunan. Data dan informasi digunakan mulai dari

tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi

program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan. Dalam

konteks inilah peranan data dan informasi dalam proses penyusunan

program dan anggaran bagi instansi pemerintah menjadi sangat vital.

Para pengambil keputusan atau perencana membutuhkan data dan

informasi dalam rangka menyusun perencanaan terkait upaya pencapaian

tujuan organisasi. Karena itulah, data dan sumber perolehan dari data

tersebut harus diidentifikasikan sebagai sesuatu yang sangat penting.

Demikian pula halnya dengan data dan informasi perkembangan

penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting

dalam proses pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
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Ia memegang peran penting dalam proses perencanaan, pemantauan,

dan pengawasan pembangunan, serta dalam meningkatkan kredibilitas

dan daya saing Provinsi Sumatera Barat di bidang investasi atau

penanaman modal. Data dan informasi tersebut akan menjadi dasar

menentukan langkah apa yang akan dilakukan untuk tahun mendatang

dan bahkan kita dapat memprediksi pencapaian kinerja untuk beberapa

tahun. Karena itulah, penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman

Modal Sumatera Barat yang dilakukan rutin setiap tahunnya merupakan

salah satu langkah kebijakan yang diambil DPM&PTSP Provinsi Sumatera

Barat  dalam rangka menyediakan data dan informasi yang valid dan

terbaru, sehingga data tersebut akan berguna baik semua pihak terutama

bagi instansi DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat itu sendiri maupun bagi

investor.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Data

Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun

anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat.;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2018;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017 tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Penanaman Modal

Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam upaya menyediakan data

perkembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat. Data

tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang penanaman di

Provinsi Sumatera Barat menurut lokasi, sektor, dan lainnya.
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II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal

Sumatera Barat Tahun 2017/2018 dilaksanakan oleh DPM&PTSP Provinsi

Sumatera Barat yang pengerjaannnya meliputi :

1. Pengiriman surat pemintaan data ke 19 Kabupaten/Kota.

2. Penyusunan rancangan sistematika Buku Data Perkembangan

Penanaman Modal yang disesuaikan dengan format sector menurut

Perka BKPM RI Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta

menyesuaikan data dengan perubahan KBLI dari KBLI 2009 menjadi

KBLI 2015.

3. Rapat Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal dengan

melibatkan DPM&PTSP Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Rapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.

4. Turun lapangan ke Kabupaten/ Kota yang dijadwalkan dari Maret-

Oktober 2017, guna pengumpulan data dan validasi data.

5. Pengumpulan data dan crosscheck data Izin Prinsip dan Realisasi

Investasi perusahaan PMDN dan PMA ke BKPM RI.

6. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera

Barat (meliputi entri data, validasi data, dan analisa data)

7. Rapat Evaluasi perkembangan penyusunan Buku Data Perkembangan

Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.

8. Editing dan penyusunan tampilan draft final Buku Data Perkembangan

Penanaman Modal Sumatera Barat dengan tahun data 2018.

9. Pencetakan Buku sebanyak 100 buah.
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b. Batasan Kegiatan

Adapun batasan pelaksanaan kegiatan penyusunan Buku Data

Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat adalah identifikasi dan

klasifikasi data-data rencana dan realisasi investasi baik PMA maupun

PMDN yang ditampilkan berdasarkan nama perusahaan, sektor, lokasi

serta data-data lain yang dibutuhkan dalam kegiatan penanaman modal.

c. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan yaitu Buku Data

Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat Tahun 2017/2018

dengan data dasar tahun 2017 sebanyak 100 buah.

III. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal

Provinsi Sumatera Barat ini dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan

dan analisis terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera

Barat dan dilanjutkan dengan penyusunan Buku Data Perkembangan

Penanaman Modal.

Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal

Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi

tentang penanaman modal up to date dan informatif bagi pengguna Buku

Data Perkembangan Modal Sumatera Barat tahun 2017/2018 sebagai dasar

untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan

daerah mengenai penanaman modal.

IV. Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan

Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera
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Barat yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat (DPA-DPM&PTSP)

adalah sebagai berikut:

1. Masukan (Input) :

Adapun input kegiatan ini adalah sumber daya manusia (SDM) sebanyak

3 orang dari Seksi Pengolahan Data & SIPM dan dibantu oleh seluruh

pejabat dan staf pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal & SIPM, jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah

sebesar Rp. 103.334.800,- yang berasal dari DPA DPM&PTSP Provinsi

Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana lampiran I.

2. Keluaran (Output) :

- Pelaksanaan Rapat Konsolidasi Data Realisasi Investasi dengan

melibatkan DPM&PTSP Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat

sebanyak 2 (dua) kali.

- Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

sebanyak 100 (seratus) buku.

3. Hasil (Outcome) :

Meningkatnya informasi terkait dengan perkembangan penanaman

modal di Provinsi Sumatera Barat

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Buku Data dan Informasi Perkembangan Penanaman Modal Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2017/2018 dilaksanakan melalui pengumpulan

data, analisis data, dan penyusunan data dan informasi.

b. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan. Menyiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan.
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2. Penyusunan rancangan sistematika Buku Data Perkembangan

Penanaman Modal yang disesuaikan dengan format sector menurut

Perka BKPM RI Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta

menyesuaikan data dengan perubahan KBLI dari KBLI 2009 menjadi

KBLI 2015.

3. Rapat Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal dengan

melibatkan DPM&PTSP Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

4. Pengumpulan dan analisis data.

5. Penyusunan Draft Buku.

6. Rapat evaluasi perkembangan penyusunan Buku Data

Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.

7. Editing dan penyusunan tampilan draft final Buku Data

Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat dengan tahun

data 2017.

8. Pencetakan Buku.

VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2017/2018 dilaksanakan dari Januari s.d Desember

2018 yang dilaksanakan untuk 19 Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat dan

BKPM RI di Jakarta.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan : Kepala DPM&PTSP Provinsi Sumbar

(Pengguna Anggaran)
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Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Pengendalian Penanaman

Modal dan Sistem Informasi Penanaman

Modal (Kuasa Pengguna Anggaran)

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Indra Merdi, MM
NIP. 19611010 198210 1 002

Padang,       Januari  2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bimbi Irawan, ST. MT.
NIP. 19780823 200501 1 002

Menyetujui  :
Pengguna Anggaran

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001


